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ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMT]M

Pas{l I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

I Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
I Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkili
3 Sekeraris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
4 Dinas LaIu Lintas dan Angkutan Jalan Da€rah adalah Dinas Lalu Linrss dsn

Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5 Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsure pelaksana Dinas lalu Lintas dan

Angkutan jalan Daerah yang melaksanakan tugas sebagai tugas Operasional
Dinas Lapangan

BAB TI

PEMBENTUXAN
Pasal 2

Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Dinas lalu Linras dan Angkutan Jalan
Daerah Kabupaten Aceh SiD8kil

BAB IIl
ORGANISASI

BAGIAN PERTA]IIA
Pasal 3

(l)Dinas Lalu Linas dan Angkutan Jalan Daerah adalah unsur pelaksana
Pemenntah Daerah di bidang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah :

(2) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berada dibawah dan benanggung jawab laagsung kepada Bupati ;

Pasal ,l

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah mempunyai tugas pokok
menyeleng_qarakan sebagian uurusan rumah tangga Daerah dalam bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Daerah dan tugas pembantuan yang diberiktn oleh
Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah [stimewa Aceh

Pasal 5

tjntuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4 peraturan Daerah ini Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fung$ :

a Melaksanakan Pembinaan Umum. berdasarkar kebijaksaan yang diretapkan
oleh Gubenur Kepala Daerah;

b llelaksalakan pembinaan teknis berdasarkan kebrjaksanaan yang ditetapkan
oleh \lenteri Pe.hubungan;



c Melaksanakan Pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan

oleh Bupati

BAGL{N KEDUA
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(l) Susunan Organisasj Dinas Lalu Linlas dan Angkutan lalan Daerah terdrri dari

a Kepala Dinas

b Sub Bagian Tala Usaha

c Seksi Lalu Lintas
d Seksi Angkutan
e Seksi Teknik Sarana dan Prasarana

I Unrr Pelaksanaan Teknis Diias
g Kelompok Jabatan Fungsional.

(:) Bagan susunan organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah' 
seb'agaimana terselbut dalanr lampiran merupakan bagian yang tidak

lerpisahkan dari Peraturan Daerah ini

B-A.GIAN KETI(;A
SUB BAGI,{\ TATA USAHA

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha ntempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan

prograni ker;a Drnas, pengelolaar urusan K€uangan. K€pegawaian,- Rumah

iang_ga, Perlengkapan, Hubungan masyarakat dan surat menyurat Dinas, Prolokol

serta Pembuatan LaPoran Dinas

Pas'l E

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Sub Bagran Tata Usaha

mempunyai fungsi :

u Melaisunaan Koordinasi menlrusun program Kerja Dinas, mengunrpulkan

dan pengolahan data serta pelaporan ,

b Melakukan pengelolaan Urusan K€uangan ;

c M€laksanakan pengelolaan unrsan Kepegawaian' urusan rumah tangga.

perlengkapan. protocol, hubungan masyarakat dan surat ment'lrat Dinas

Plsal 9

Sub Bagian Tala Usaba ierdiri dari
a Urusan Program I

b Lrusan Keuangan i

c Urusan Kepegawaian

Pasal 10

(l) Lrusan Prog.anr mempunyar nlgas nrelaksanakan koordina i Fe:l-!-'i-
program- Kela Drnas. pengumpulan, pengolahan data sen3 N:_rr-j:l.
laporan



BAGIAN KEE]ITPAT
SfKSI LALU LINTAS

Pastl I I

Seksi Lalu Linlas mempunyai rugas menyjapkan pembinaan nranaiemen dar
rekayasa ldlrr Linras dilalan Kabupaten, di propinsi dan Nasional yang berada dr
Ibukota Kabupaten sena bimbingan keselamatan dan penertiban dibidang Laju
Lintas dan penyrsunan program penanggulangan kecAakaan lalu lintas se$ai
dengan ketenuan perundang - undangan yang berlaku

Prsal 12

Unrul Menyelenggarakan tugas terscbut pada pasal I I peraturan Daerah ini,
Seksi Lalu linras mempunyai fungsi
a Menyiapkar perancangan, pengawasan dan pengendalian Lelu Lintas dija.lan

Kabupeten. jalan Propinsi danjalan Nasional di lbtj Kota Kabuparen
b Menyiapkan perencanaan kebutuhaq pengadaan, pen€mpatan dan

pemeliharaan rambu rambu lalu lintas. maka jalan dan alat ilat pemberr
isyarat Lalu LiDias di jalan Kabupaten, Jalan propinsi dan Jalan Nasional di
lbu kota Kabupaten ,

c Menyiapkan Pemberian, Bimbingan Keselamatan dan penertiban Lalu Lintas,
Analisis Daera} Ra$r'an Kecelakaan Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang undarlgan yang berlaku

Prs.t 13

Seksi Lalu Lintas terdiridari
a Sub Seksi Manajernen Lalu Lintas;
b Seb Seksi Rekayasa Lalu Linlas;
c Seb Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban

Pasal l4

(l) Sub Seksi nranajemen Lalu Lintas mempunyai rugas menyiapkan
perancangan dan mengatur Lalu Lintas di Jalan Kabuparen. Jalan proprnsi dan
Jalan Nasional di lbu Kota Kabupaten;

Linlas. Marka jalan dan alat - alat pemberi isyarat Lalu Linras di Jalan
Kabupaten. Jalan Propinsi dan Jalan Nasional di lbu Kota Kabupaten

BAGIAN KELIiIIA
SEKSI ANGXUTAN

Pasal l5

Seksi angkLrtan nrempunvai an nranajemen angkutan
orang- arskutan barang dan ruhnya berada diwilavah
Kabupaten berdasarlan Perat \ansbertaku



Pasal l6

Untuk Nenyelenggarakan tugas tersebLll pada Pasal I5 Seksi Angkulan

menrpunyai tugas :

a menyiapkan pe benan bin)bingan izin pengangkutan orang. dan pengawasan

penyelenggaraan pengangkutan orang,

b menyiapkan pembenan bimbingan, izin pengangkutan barang dan

pengawasan pengangkutan barang:

c Menyiapkan pemberian bimbingan izin pengangkr.itan orang dan atau barang

tertentu yang bersifat khusus

Pasrl l?

Sub Seksi Argkutan terdin dari
a Sub Seksi Angkutan orang:

b Sub Seksi Angkutang Batang;
c. Sub Seksi Angkulan Icrusus

Pasal l8

(i) Sub S€ksi Angkulan Orang mernpr.rnyai tugas rnenyiapkan pembenan

binbingan, izin pengangkutan orang dall pengawasan penyelenggaraan

pengangkutan orang di dalam Daerai Tingkal ll;
(2) Sub Seksi AnSkutan Bararg menpunyai tugas menyiapkan pemberian

bimbingan, izin pengangl:utan barang dan pengawasdn pengangkutan barang

sesuai dengan ketemr.ran peraruran Perundang - undangan yang berlaku;
(i) Sub Seksi Angliutan khusus mempunyai tugas menyiapkan pemberiRn

bimbrngarl izin pengangkutal orang dan barang tertentu yang berslfat k]Nsus

sesuar dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

BAGIAN KEENAM
SEKSI TEKNIK SARANA DAN PRASARANA

Pasal 19

Seksi Teknis Sarana dan Piasatana mempunyai tugas menyiapkan bahan

pembinaan infentarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan izin pendirian

perbengkelan umum, penunjukkan, pelrgelolaan, pemeliharaan, pengembangan

terminal, halte tempat penyeberangaD dengan jembatan penyeberangan dan

perparkiran

Plsal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada

prasarana mempunyai fungsi :

pasal 19 Seksi Teknik sarana dan

a Menyiapkan bahan bimbingan perizinan bengkel umum serta pengaturan

dan pengendalian susunan alal tambahan pada alat tambahan pada

kenderaan penumpang umumi
b Menyiapkan perencanaan penunjukkan lokasi, pembangunan

pengembangan pengelolaan pemeliharaan fisik dan pengendalian keteniban
terminal, halte dan t€mpat parkir se(ajembatan penyeberangan



Pasal 2l

Selsi Teknik Sarana dan Prasarana rerdin da.i
a Sub Seksi Kenderaan dan Perbengkelan;
b Sub Seksi Terminal;
c Sub Seksi Perparkiran

Prs{l 22

( l) Sub Seksr Kenderaan dan perbengkelan mempunyai rugas menyiapkan bahan
bimbingan. pedzinan bentkel umum serta pengaturan dan pengendalian
susunan alat tambahan pada kenderaan penumpang umum;

(2) Sub Seksi Terminal mempuoyai tugas mempersiapkan perencaan penunjukan
lokesi pembanguD&r! pengembangac pengelolaaq perneliharaaa fi sik sena
pengendalian keteniban terminal dan hrlte;

(3) Sub Seksi Perpsrkiran mempunyai tugas manyiapkan perencaan penunjukan
lokasi, pembangunan pengembanga4 pengelolaan, pemeliharaan fisik tempar
parkir dan jembatan penygberangan sena pengendalian ketertiban

BAGIAN KETUJUH
UNIT Pf,LAKSANA TEKNII( DINAS LA],U LINTAS

DAN ANCKUTAN JALAN DAERAH
P.6al 23

(l) Unit Pelaksana Teknik Dinas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan JalaD Daerah
unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas di bidang terminal dan perparkiran;

(2) Unit pelaksaaa teknik Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah
dipimpin oleh seseorang Kepala Unit pelalsana Teknil Dinas yang berada
dibawah dan bertanggungjawab terhadap k€pala Dinas

Prsrl 24

Pembentulan unit pelaksana teknik Dinas hanya dihungkintan jika memeouhr
krireria yang ditelapkan oleh Menteri Dalam Negeri

BACTAN KEDELAPAN
KELOtrIPOK JABATAN FUNGSIONAL

pnsrl 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan rugas kb_lgrs
sesuai bidang keshlian masing - mas;ng

Pssal 26

( I ) kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejun ai reqage &Lr @gjabaran fungsional yang dipimpin oleh s€orans t-rg. nqsl- #
selal_u ketua kelompok yang berada dibaNan drn berr'lfElq rr.* iaF.lta
Kepala Dinas dan atau Kepala unil pdatgna rctd tLEi 

-bersa.ngkutan
(:) Xelompok jabatan fungsional dapar djbe€i @ k*r.4nr * Hry*

s€suai dengan kebufuhan,
( .]) Jun ah jabaran tungsronal ditenrukan be'd.sdb ifrrc (hftu bF



(.1) Pembioaan terhadap lenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraluran

perundang-undangan yang berlaku

Pasal 27

Tugas kelompok jabatan fu ngsional

a Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya,
b Menunjang pelaksanaan kegiatan dibidang ketertrban terminal, tempat parkir

dan jenrbatan penyeberangan;

c Melaksanakan hubungan kerja dengar seksi seksi:

d Memberikan saran dan perimbangm kepada Kepala Dirras baik diminta
nDupuD yang tidak dim,nta;

e Melaksanakan tugas lain berdasarkan kebi.;aksanaan

BAB IV
TATA KERJA

PNal 28

I Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Daerah, unit pelaksana Teknik Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menyelenggarakan koordinasi integrasi dan singkrinisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun atas satuan organisasi sesuai dengan
tugas masmg-masng;

2 Dalam melaksanakan tugas Dinas Lalu Lrntas dan Angl:utan Jalan Daerah
wajrb menyelenggarakan koordioasi secara fungsional dengan cara sebaik-
baiknya;

I Dalam melaksanakan tuBasnya setiap pimpinan dan semua tingkatan wajib
melaksanakan pengawasan melekat

BAB V
KEPEGAWAIAIi

Pssol 29

Kepala Dnas Lalu Linlas dan Angl-utan Jalan Daeral Tirykat Il diangkat
dan diberhentikan oleh Gubenw Kepala Daerah Istimewa Aceh atas usul
Bupari KElala Daerah serelah mendengar pendapat dsn atau pertimbangan
dan Kepela DiDas LaIu Lintas dan Arykutan Jalan Daerah Tingkat I
Kepala Unil pelaksona Teknik Dinas Lalu Lintas dar Angkutan lalan Daerai
Tinglal lt diaryIat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkal tl
atas usll Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah

( I.)

(2)

Pasal 30

Jenjang jabatan KepangkataA daD susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan
peraturan perundang - undangan yang berlaku

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 3l

Pejabat yang meminrpin saruan organisasi keratausahaan Dinas Lalu Lintas dan
Argkutan Jalan Daerah sehari - hari disebut Sekretaris



Pasal 32

Perubahan organisasi dan tata kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Daerah berdasarkanPeraluran Daerah ini dilakukan bila ada ketentuan lebrh lanjut
dari Pemerintah PropinsiDaerah lstimevr'a Aceh dan atau Menteri Dalam Negeri

Pasal 33

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalanlan tugasnya karena berhalangan
rnaka Kepala Dinas dapat menu4juk Kepala Sub Bagian atau salah satu Kepala
Seksi yang tertua dan yang teninggi pangkatnya untuk mewaki[ Kepala Dinas
dengan persetujuan Bupati

Pasal 34

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
peraturan pclaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Prsal 35

Peratura0 Daerai ini mulai berlaku scjak tanggal diundangkan Agar setiap orang
mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraruran Daerah ini dalam
Lernbaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

DITETAPKANDI SINGKIL
PADA TANCTGAI :21 JUNI2000

BL?AN ACEH SINGKIL

uepf).i. a

H. MAKMUR SYAHPTTTRA. SH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singlil
liomor 19 Tahun 2000 Seri D Nomor 6

Pada Tanggal 2l Juni 2000
An BUPATI ACEH SINGKIL

Ph SEKRETARIS DAERAH ICA-BLIPATE

RID}VAN HASAN. SH.
Pembina,NIP 390009540

SK GUBA No Peg 82]. 2/069199 Tsl 22-7-1999
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